PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 7 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk upaya pengendalian damtipaneusaha
pertambangan bahan galian golongan C, dilakukarbpe@n dan
pengawasan melalui perizinan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan vpasma
usaha pertambangan bahan galian golongan C yaragadichn
pada tujuan untuk menutup sebagian biaya, maka kuntu
penyelenggaraan izin usaha pertambangan baham galiangan
C dikenakan retribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dirdakswf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabugaten Progo
tentang Retribusi 1zin Usaha Pertambangan BahaniarGal
Golongan C.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembeamtuk
Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daeramelst
Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undamgoN 18
Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomadaf&n
1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daeraérah
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkun@aerah
Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengamanKulon
Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);



. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Th86n
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum &Acar
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Taambah
Lembaran Negara Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakabDagan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No#dgr
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telabadiu
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lemb¥egara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran NegaraoNom
4048);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemkeanta
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Taambah
Lembaran Negara Nomor 3839);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perinamang
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (k@amNagara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangt&ean
Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, ¥3dan 15
dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dwdja
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentalak$2maan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Th868
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhgasteReraturan
Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negaramaf01
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang
Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran NegahanT
1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174)



10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentalafkd2maan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum &Acar
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Taambah
Lembaran Negara Nomor 3258);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentangeKangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daetaho@
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan &emb
Negara Nomor 3952);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentarigbBs
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Taamba
Lembaran Negara Nomor 4139);

13.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang iKekn
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Rehetan
Keputusan Presiden;

14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1%ang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemfian
Daerah;

15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1&9fang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah jiRsirDaerah
dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

16.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahur0®0
tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis mengeaaipak
Lingkungan (AMDAL);

17.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 TahwWoR
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wy
Dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Linglamblidup;

18.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehidtaja
Pertambangan Umum;

19.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
Kep.12/MENLH/3/94 tentang Pedoman Umum Upaya Pehageh

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan;



20.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I KuRmgo
Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Ne§gmil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah TingkaulbK Progo
(Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II KuRmgo
Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dagdPahan
Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Tahun he@8or
1 Seri A);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 7 &002
tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Gator@

(Lembaran Daerah Tahun ..... Nomor ..... Seri ...).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BAB |

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkatrab
Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;

4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang nmgmapu
kewenangan di bidang usaha pertambangan;



. Bahan galian golongan C adalah bahan galian yda§ termasuk
golongan A (Strategis) dan golongan B (Vital ) sesdengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Usaha pertambangan bahan galian golongan C yangjselya
disebut usaha pertambangan adalah segala kegiataha u
pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksgli,
eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutarpeajualan;

. Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingiatadalah
Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah yang dibelkkegada
Badan Usaha dan berisikan wewenang untuk melakk&giatan
usaha pertambangan;

. 1zin Pertambangan Daerah Pertambangan Rakyat ydaugjlgnya
disingkat IPD PR adalah Surat 1zin Usaha Pertandrarigperah
yang diberikan kepada perseorangan/kelompok untelakukan
kegiatan usaha pertambangan dengan menggunakatataera
sederhana;

. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara g&olagium
atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udsggala sesuatu
dengan maksud untuk membuat peta geologi umum wtuk
menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian gol@gan

10. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pergangan untuk

menetapkan lebih telitiseksama keberadaan dart kfakan

bahan galian;

11.Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan malstudk

menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;

12.Pengolahan/pemurnian adalah pekerjaan untuk meimggrmutu

bahan galian serta untuk memanfaatkan dan mempetoisur

unsur yang terdapat pada bahan galian itu;

13.Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan baliem dan

hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilaglesplorasi,

eksploitasi, pengolahan/pemurnian atau tempat p&mu

14.Penjualan adalah segala usaha penjualan baham gkia hasil

pengolahan/pemurnian bahan galian;



15.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribagalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pembeinabidaha
Pertambangan, perpanjangan Izin dan Pengaliharyanig khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daenatuk
kepentingan orang pribadi, kelompok atau badanajsah

16.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pema@riiDaerah
dalam rangka pemberian Izin Usaha Pertambangapameangan
Izin dan Pengalihan Izin kepada orang pribadi, kglok atau
badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, fpeaga
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pensanfazang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasararsasatau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan undan menjaga
kelestarian lingkungan;

17.Wajib Retribusi adalah orang pribadi, kelompok udtadan usaha
yang menurut peraturan perundang-undangan Retidluajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pgotuatau
pemotong Retribusi tertentu;

18.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertenangy
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuknargaatkan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnigangkat
SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menantbksarnya
pokok Retribusi;

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutngmgkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusiafan/sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda;

21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yshgnjutnya
disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang mehkata
besarnya Retribusi Daerah yang terutang;

22.Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang jséhga
disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan olefjibw
Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi d&ajib
Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayBerbusi
yang terutang menurut peraturan perundang-undaRgnbusi

Daerah;



23.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menca
mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangamykaidalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajilbabuse
berdasarkan peraturan perundang-undangan yangugerla

24.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adadanangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Nie§igil, yang
selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari sertagumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindadampa di
bidang retribusi yang terjadi serta menemukan nelsanya,
dengan menunjuk surat tugas sesuai dengan peraierandang-

undangan yang berlaku.

BAB I

NAMA, GOLONGAN, OBYEK DAN
SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap Izin Usaha Pertambangan dipungut Retribas1 Usaha
Pertambangan sebagai pembayaran atas pemberiapdgianjangan
Izin atau Pengalihan 1zin Usaha Pertambangan kepeadey pribadi,
kelompok atau badan usaha untuk melakukan kegisaina
pertambangan dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Retribusi 1zin Usaha Pertambangan termasuk golongatribusi

Perizinan tertentu.

Pasal 4

Obyek Retribusi meliputi pemberian :

a. lzin Usaha Pertambangan;

b. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan; dan
c. Pengalihan Izin Usaha Pertambangan.



Pasal 5

Izin Usaha Pertambangan meliputi :
a. IPD yang terdiri dari :
1. IPD Penyelidikan Umum;
2. IPD Eksplorasi;
3. IPD Eksploitasi;
4. IPD dengan menggunakan Bahan Peledak;
5. IPD Pengolahan/Pemurnian; dan
6. IPD Pengangkutan dan Penjualan.
b. IPD PR yang terdiri dari :
1. IPD PR Ekploitasi; dan
2. IPD PR Pengolahan/Pemurnian.

Pasal 6
Subyek Retribusi adalah orang pribadi, kelompol diadan usaha
yang memperoleh Izin, mempanjang Izin atau mereefangalihan
Izin Usaha Pertambangan.

BAB I

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7
Wilayah pemungutan Retribusi adalah di wilayah Baer

BAB IV

CARA MENGUKUR BESAR RETRIBUSI

Pasal 8

Besar Retribusi diukur berdasarkan jenis izin ydibgrikan.



BAB V

RETRIBUS

Bagian Pertama

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur

dan Besarnya Tarip Retribusi

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dsarrya tarip

Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup gsababiaya

penyelenggaraan

pemberian

Izin,

perpanjangan

pengalihan Izin Usaha Pertambangan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini otelip

a. biaya cetak;

. biaya administrasi;

b
c. biaya survei lapangan; dan
d

Izlau a

. biaya dalam rangka pembinaan,pengawasan dan pedigend

Bagian Kedua

Tarip Retribusi

Pasal

10

(1) Besar Retribusi untuk IPD dan IPD PR adalalagabberikut :

NO. | JENIS RETRIBUSI MOHON BARU/ | PERPANJANGAN| PENGALIHAN
PEMBAHARUAN
1 2 3 4 5
A. IPD
1./ IPD Penyelidikan
Umum Rp. 5.000,00/ ha Rp. 3.500,00/ ha Rp. 100.000,0(
2. | IPD Eksplorasi Rp. 50.000,00/ ha Rp. 35.000,00/ ha Rp. 100.000,0(
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2 3 4 5

IPD Eksplorasi

(untuk luas wilayal

lebih dari 50 ha) Rp. 30.000,00/ ha Rp. 20.000,00/ ha Rp. 100.000,0(
IPD Eksploitasi Rp. 100.000,00/ ha Rp. 75.000,00/ ha Rp. 100.000,0(
IPD Eksploitasi

(untuk luas wilayal

lebih dari 50 ha) Rp. 100.000,00/ ha - Rp. 100.000,0(
IPD Eksploitasi (di

sungai) Rp. 100.000,0( Rp. 75.000,00 Rp. 100.000,0(
IPD dengan

menggunakan Bahan

Peledak Rp. 500.000,00/ ha - Rp. 100.000,0(
IPD Pengolahan

Pemurnian Rp. 300.000,0( Rp. 225.000,00 Rp. 100.000,0(
IPD Pengangkutan

dan Penjualan Rp. 300.000,0( Rp. 225.000,00 Rp. 100.000,0(

IPD PR
IPD PR Eksploitasi
IPD PR Pengolahar

Pemurnian

~

Rp. 25.000,(

Rp. 75.000,0d

D0 Rp. 20.000,0(

Rp. 50.000,0(

(2) Terhadap tarip Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal dapat

dinaikkan atau diturunkan, paling tinggi berdasartagkat inflasi

atau deflasi rupiah yang diterbitkan oleh Instgasig berwenang.

(3) Kenaikan atau penurunan Retribusi ditetapkan olepaB paling

cepat sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya iperpanjangan

Izin atau pengalihan Izin Usaha Pertambangan.
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Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditertmjkea SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Setiap pemohon IPD dan IPD PR mengisi SPdORD yang
disediakan.

(2) Setelah SPAORD diisi secara lengkap dan benar semaenuhi
syarat untuk diberi izin, kepada pemohon IPD ddbp HR diberi
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

(3) SPAORD digunakan sebagai dasar untuk menetapkarnias
Retribusi.

(4) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD ataumaém
lain yang dipersamakan atau SKRDKB.

(5) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyamp&PdORD
dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIl

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasalat313y
Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutadgngan
menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamaka

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat ldtesa
menghitung besarnya Retribusi yang menyebabkan ajuml

retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB.
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(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau ohekulain yang
dipersamakan dimaksud ayat (1) Pasal ini dan SKROKiaksud
ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 15

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD ataurdek lain
yang dipersamakan dan SKRDKB.

(2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilurgslgus pada

saat lIzin, perpanjangan Izin atau pengalihan Izildsaha
Pertambangan Bahan Galian Golongan C diterima.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

(1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setefaijuh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan lsayar/
penyetoran atau surat lainnya yang sejenis selaagali tindakan
pelaksanaan penagihan.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggab&Teguran/
peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retrilasius melunasi
Retribusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya seabagai

dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pdjapang
ditunjuk.
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BAB XI

KEBERATAN

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepadaa® atau
Kepala Instansi atas SKRD atau dokumen lain yapgrdamakan,
SKRDKB dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasanbgia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan &stapan
Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan
ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.

(4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambaidua)
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yangrdgmakan,
SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Waiji
Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa janglektuv itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kelarasan.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dima&gatd(2), (3)
dan (4) Pasal ini, tidak dianggap sebagai suratiatsén, sehingga
tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membetydousi
dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enamparsejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi tkepn atas
keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa memeri
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambadrnipas
retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ildhtdewat dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberagang
diajukan dianggap dikabulkan.



(1)

(@)

3)

(4)

()

(6)

1)
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BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retiibdapat
mengajukan  permohonan pengembalian atas kelebihan
pembayaran Retribusi kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enanaisejak
diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan
pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu tersebut ayat (2) Pasal ildhdewat dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusngdap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jemgkaktu
paling lambat 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusinhya,
kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhkanguntuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribuakudtian
dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan kseja
diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian atas kelebihan pembayaranibustr
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulBopati
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua pemusgisdtiap

bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihabustri

Pasal 20
Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayeidousi
diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan aekdr
kurangnya menyebutkan :
a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. Masa Retribusi;
c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
d. Alasan yang singkat dan jelas.
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(2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayanaousi
disampaikan secara langsung atau melalui pos &trcat
(3) Bukti penerimaan oleh Kepala Instansi atau buktigrénan pos

tercatat merupakan bukti saat permohonan diterigtaBupati.

Pasal 21

(1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribuakudtian
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelabiha
Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitargkdengan
utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud PeE&ayat (4)
Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengam c
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga hedabagai

bukti pembayaran.

BAB Xl

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwasstelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitungalsegaat
terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retsibmelakukan
tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi dimaksagat (1) Pasal ini
tertangguh apabila :

a. diterbikannya surat teguran; dan
b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retrilnaik

secara langsung maupun tidak langsung.
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BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajib@naghingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kururglamgpama
3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empal) jkmlah
retribusi terutang.

(2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adaldénggaran.

(3) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini tidenghapus
kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimanardiiam

Peraturan Daerah ini.

BAB XV

PENYIDIKAN
Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkundemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik kuntu
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Resip
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum aAcar
Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (13l Fais
adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketgma
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dangid
Retribusi agar keterangan atau laporan tersebujadielebih
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan nrenge
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbyaiag
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidan

Retribusi;
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c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang diriatau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidantp &}

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumkuanraen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Red;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahath buk
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lairta ser
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksangas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang guatkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sed#arggbang
dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen géuagva
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindanaidli
bidang Retribusi;

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dagridsa
sebagai tersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi metdmukum
yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
memberitahukan dimualinya penyidikan dan meyampaikasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyodijabat
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengaenkgan yang

diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana anigku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahka
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatatalam

Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 Mei 2002.
BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Mei 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Drs.SUTITO
NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI C
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 7 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

UMUM

Salah satu bentuk upaya pengendalian dan penetsada pertambangan bahan
galian golongan C agar tetap terjaga kelestarimgkiingan dan terjaminnya
keselamatan umum, perlu dilakukan pembinaan daggvessan melalui perizinan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabuldaten Progo Nomor 6 Tahun
2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Gabim@an C.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasda pertambangan
bahan galian golongan C yang didasarkan pada twjotak menutup sebagian biaya,
maka untuk penyelenggaraan izin usaha pertambahghan galian golongan C
dikenakan retribusi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksudigjigierlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentangbRstrizin Usaha Pertambangan

Bahan Galian Golongan C.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Huruf a. Yang dimaksud Izin Usaha Pertambangamasuk/meliputi
Pembaharuan Izin Usaha Pertambangan
Pasal 5

Cukup jelas



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

6

Cukup jelas
7

Cukup jelas
8

Cukup jelas
9

Cukup jelas
10

Cukup jelas
11

Cukup jelas
12

Cukup jelas
13

Cukup jelas
14

Cukup jelas
15

Cukup jelas
16

Cukup jelas
17

Cukup jelas
18

Cukup jelas
19

Cukup jelas
20

Cukup jelas
21

Cukup jelas
22

Cukup jelas
23

Cukup jelas

20
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Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas

000000000



